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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Pertanggungjawaban hukum terhadap pembuangan air limbah 

perusahaan industri pabrik yang terjadi di Kecamatan Rancaekek  

merupakan air limbah yang dibuang dari saluran outlite IPAL yang 

belum memenuhi baku mutu lingkungan yang menyebabkan 

pencemaran air di lingkungan sekitar. Air limbah yang masuk kesungai 

Cikijing dan sungai Citarum tanpa melalui proses pengelolahan belum 

memenuhi baku mutu yang ditetapkan, Dan pelaku usaha tersebut baru 

memberikan ganti rugi hanya untuk sebagian masyarakat dengan cara 

memberikan jatah sebagai karyawan tetapi masih melakukan 

pembuangan limbah ke sungai-sungai di sekitar Rancaekek.  

2. Upaya pemerintah terhadap akibat pembuangan limbah industri 

masyarakat Kota Cimahi  dan Kabupaten Rancaekek dengan adanya 

program Citarum harum yang diupayakan oleh Pemerintah dan 

ditugaskan kepada TNI bersama puluhan pegiat penyelamat 

lingkungan, ada LSM PMPR (Pemuda Mandiri Peduli Rakyat), dan 

Komunitas Gemah Gesit dan masyarakat Rancaekek. 
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B. Saran  

1. Diharapkan perusahaan industri yang berada di kecamatan Rancaekek 

dan kota Cimahi agar segera dilakukannya perbaikan atau pemulihan 

terhadap dampak suatu kegiatan industri agar selanjutnya tidak 

menimbulkan kerugian-kerugian bagi masyarakat warga Kecamatan 

Rancaekek. Upaya penyelesaian terhadap pencemaran lingkungan 

hidup yang terjadi di Kecamatan Rancaekek memerlukan perhatian 

khusus baik dari Pemerintah, masyarakat dan penegak hukum karena 

kerusakan yang terjadi sangat besar dan membutuhkan waktu yang 

cukup lama untuk pemulihan. 

2. Dari pogram Citarum harum yang dilakukan Pemerintah harus lebih 

ditingkatkan dalam pelaksanaan ataupun pergerakannya terhadap 

sungai-sungai yang tercemar limbah indusri. 
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